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Pada hari ini, Jurnat tanggal Tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga,
(31212023) berternpat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Joko Sulistiyo Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes

Jakarta II yang diangkat berdasarkan

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
KP.03.03/IY11636/2020, tanggal 14

Desember 2018 tentang Pengangkatan

dalarn Jabatan Direktur Politeknik
Kesehatan di Lingkungan Kementerian

Kesehatan Republik Indonesia
[a1!lqrlqrrl11L.rn,]li Iolan fJanrr !alr21 III Rlnt:rw,rb rvvsa irr rJivii

F3 Kebayoran Baru Iakarta Selatan dalam

hal ini bertindak atas naffra Politeknik
Kesehatan Kemenkes Jakarta Ii yang

selanjutnya disebut sebagai "PIHAK
KESATU".
Direktur RSUD Kabupaten Klungkung yang

diangkat berdasarkan Keputusan Bupati
Klungkung Nomor 821 IAUBIKPSDM/2023
tnnrvoal 6 lcnrtcri ?n?? tpnfanrriEii.u' rb

Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klungkung dalam hal ini
bertindak atas nama dan sah mewakili
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Klungkung selanjutnya disebut sebagai
..P[HAK KED[IA"

I Nengah Winata

Untuk selanjutnya PIIIAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut PARA PIIIAK dan masing-masing disebut PIIIAI(

PARA PrHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak I Pihak 2

$ q

6:-f,:N

iw:



L Bahwa PIHAK KESATU adalah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Jakarta II yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kesehatan dan bergerak dalarn
bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
yang menyeienggarakan peiayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

3. Bahwa PARA PIIIAK berencana untuk rnengadakan kerja sama secara

kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIIIAK yang rneliputi
bidane rrendidikan. penelitian dan pengabdian masvarakat" serta pengembangan dan
pendayagunaan sumber dayabaik manusia maupun sarana prasarana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat
Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
.serfa Pensemhanean dan Pendayasunaan Sumher Dava Manu,sia dan Sarana Prasarana
(selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama") dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

DASAR HT]KUM
Pasal 1

Dasar hukum Per.lanjian Kerjasama ini adalah:
l. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan Nasional

(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Uritiarrg-Undairg i.iotuui 36 Tairurr 2tfr9 ivriarrg lieseiratarr (i.eilbaiair iiegar-a
Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nornor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nornor 36 tahurn 2014 1,rrrtane Tenaga kesehatan (LerTrbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik
l*. J -,*. ^ - :-. \r- *- -* +:.a.61,"\-r.rluuuv5rix 1\ulrlul Jvv t ).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
l,ayanan Umum sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nonror 171);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 lrerrtang Sistem Kesehatan
Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 193);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
4.4{.!'1.,."*-.*t- --lI}--,lIIIl/1n1. t-.-) -".._ D - _!+._-j tJ ---.L_a__,.u'tu/.r\urrlul']\t,5/r Ett y ttilLv rJ i.Clrtailg iie$isTt&Si i eiraga iireSeirninii,

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun
2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

10. Peraturan Mentsri Keuangan Republik Indonesia No. 136iPMK.0512016 tentang
Pengelolaan Aset pada Badan Layanan Umum;

I 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun
2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
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12.

13.

14

15.

Peraturan Bupati Klungkung Nomor I Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerja

,QarE- Fada Baden [.31,3pnn Linaum Dacrah dengan Pih."k Lain.
Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 79) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 49 Tahun 2A23

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 76 Tahun 2021
tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Rurnah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nornor
4e)
Peraturan Menleri Kesehatan Republrk- [ndonesia. Norncrr ?1 Tahun ?020 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian
Kesehatan;

Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah

Sakit Lhnum Daerah Kabupaten Klungkung untuk Menetapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah .

Pasal2
TUJUAN

PARA PIIIAK secara bersama-sama akan melakukan kerjasama pengembangan

pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang memberi manfaat bagi
PARA PtrIAK dengan rnemanfbatkan sumber daya yang disediakan oleh PARA
PIHAK tanpa mengganggu pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang lingkup dari Kerjasama ini dapat dilakukan melalui kegiatan:
1. Penyeienggaraan penciidikarvpengajaran daiam bentuk Pralrtik Kerja Lapangan,

penelitian dan/ atau pengabdian kepada masyarakat:
2. Pernanfaatan bersama berbagai sumber daya berupa sarana dan prasarana yang

dimiliki oleh PIHAK KEDUA untuk digunakan oleh PIHAK KESATU;

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

7Z__t__**-_ l_r_.* n__:__.:__ :_-: _t.r-l__l-__ ___-._ L_l_--1'_ l_._ Dlnl .nIE^r,,
r\trrJasatrla ualarll rtrIJarUlalt [iii gIiaKURaIr StrCala EeielnDagaaii Cial-i I"ANA i:-iiiAli
saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-
masing lernbaga;

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini PARA PIIIAK dalarn batas

wewenangnya akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia dan dimiliki
tanpa mengganggu pelaksanaan tugas kelembagaan masing- masing.
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Pasal5
ORGANISASI

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan oleh Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan iakarrali, <ian Rumah Sakii iimum Daerah Kiungkung

Pasal6
HAK DAN KEWAJIBAN

HaK PIHAK KESATTI
1. Mendapatkan Pendidikan yang dibutuhkan oleh praktikan PIHAK KESATU dalam

rangka peningkatan kempetensi praktikan selama PKL di Rumah Sakit PIIIAK
KEDT]A.

''! I!.4.-*--.1+-.* :.-J-'-.-t !..--i^r.-* L.,*,1.-.-,.*1.,,- 1..*..*^t-^a..* IlIff tf,- LI:.nrrl /,.1"r*..-.-*L' rvrelrts4tur J4uvv(rr ru6i(]t4ii uviiJciDiirraii iit-ruiliii(aiaan ji:iiiAi:\ I\iriri-rA.(UUngan
perbandingan 1.7)

3. Semua praktikan berhak menerima bimbingan dan menggunakan fasilitas dan sarana
yang ada di Rurnah Sakit PITIAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
PIIIAK KESATU.

4. Semua ciosen, pembimbing kiinik dan pernbimbing iapangan <iapat menggunakan
fasilitas dan sarana di Rumah Sakit PIHAK KEDUA untuk melaksanakan PKL dan
bimbingan lapangan kepada praktikan.

5. Mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan praktikan yang melaksanakan
kesiatan PKL dari Rumah sakit PIHAK I(EDtfA.

6. Menyampaikan keluhan kepada PIHAK KEDUA mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan berlangsungnya penyelenggaraan kegiatan praktik serta perilaku pegawai
Rumah Sakit PIHAK KEDUA selama kegiatan PKL berlangsung.

7. Mendapatkan tindak lanjutirespon dari keluhan oleh PIHAK KEDUA selama
kegiatan kerjasama ini beriangsung.

HAK PIHAK KEDUA
1. Menunjuk Pembimbing Lapangan yang dibutuhkan PIIIAK KESATU dalarn rangka

peningkatan mutu pelayanan dengan tetap mempertimbangkan tujuan pembelajaran
PIHAK KEDUAdengan menyertakan Surat Keputusan/Surat Tugas.

2. Memperoleh daftar narna peserta PKL dari PrHAK KESATU 2 (dua) minggu
sebelum pelaksanaan PKL berlangsung.

3. Mengatur jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan PIHAK KEDUA.
4. lt4elek,.Ika* bir*bingan lapangan kep*de FrekJikaa pIr{AK K[sATu.
5. Menentukan nilai hasil evaluasi dari kegiatan PKL
6. Menyampaikan keluhan kepada PIHAK KESATU mengenai hal-hal berkaitan

dengan berlangsungnya penyelenggaraan PKL atau perilaku Praktikan selama
kegiatan PKL berlangsung.

7 Mendapat pembavaran biava operasional dari PIHAK KESAT[I sesuai clenqan
kesepakatan PARA PIHAK

Kewajiban PIHAK KESATU.
1. Menunjuk Tenaga Pembirnbing Praktik Lapanganllnstruktur Klinik dari PIHAK

KESATIT yang menjadi penanggung iawab kegiatan PKL dan memberitahukan
secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan menyertakan Surat Keputusan atau
Surat Tugas dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta IL

2. Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan dengan perbandingan 1:7
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3, PIIAK KtrSAT'U wajib mengadakan supervisi dan memantau kegiatan Praktik
Pendidikan dan Penelitian Mahasiswa, yang dalarn hal ini dilaksanakan oleh rnasing-
masing Dosen penanggung jawab/Koordinator Bidang Studi.

4. Menanggung biaya pelaksanaan PKL, yang dibayarkan sekaligus kepada PIHAK
KEDtlA. setelah invoice/ kuitansi tagihan diterima ,

5. Menyampaikan proposal/kerangka acuan pelaksanaan Praktik dan penilaiannya.
6. Mematuhi semua ketentuan ulnum, menjaga rahasia medis dan prosedur yang

berlaku dilingkungan PIHAK KEDUA
7. Memberikan evaluasi dan urnpan balik pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan kepada

PIIIAK KEDUA.

Kewajiban PIHAK KED[IA
1. Menerima Mahasiswa PIHAK KESATU yang mengikuti PKl, sesuai dengan

kapasitas yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA
2, Mengarahkan dan rnernbimbing Praktikan dari PIHAK KESATU.
3. Menyediakan seluruh fasilitas Proqram Pendidikan bagi Praktikan sesuai sarana

dan prasarana yang dimiliki PIIIAK KEDttA.
4. Memberikan dan menyampaikan nilai PKL dari Praktikan kepada PIHAK

KESATU.
5. Menyarnpaikan informasi tentang peraturan,ketentuan dan lainJain yang

berhubungan erat dengan tugas dan fungsi yang berlaku di lingkungan PIIIAK
KEDUA kepada praktikan.

6, Menunjuk Tenaga Pembimbing Praktik Lapanganllnstruktur Klinik dari staf
PIHAK KEDUA dengan menyertakan Surat Keputusan/Surat Tugas dari Rumah
Sakit Urnum Daerah Klungkung;

Pasal T

BATASAN KEWENANGAN UNTUK PESERTA DIDIK

1. Semua proses kegiatan praktik yang dilaksanakan oleh peserta didik sesuai dengan
stantiar pcia-yanan R.uirrah Sahit yar'rg beiiaku.

2. Kewenangan mahasiswa praktik hanya terbatas kepada kompetensi yang hendak
dicapai.

Pasal S

PR$SE}UR PENERI}LTAN PI,SERTA I}I}IK

PTEAK KESATU mengeluarkan surat ijin penyelenggaraan kegiatan praktik keda
lapangan yang dimaksud.
Peserta didik diterima oleh PIHAK KESATU sesuai dengan maksud surat
permohonan ayat t (satu) rnelalui Bidang Pendidikan dan pelatihan.

zr<iministrasi diseiesaiitan sebeium berak?rir kegiatan praktii< yang <iimaksu<i.

Pasal9
PEMBIAYAAN

Peraturan Bupati Klungkung, Nomor: 37 Tahun 2017, tentang tarif layanan kesehatan

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung

sebagairnana tabel berikut:

1.

2.

{
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No Uraian Biaya TotalBiaya

Ori entasi Mahasiswa/Siswa

Jasa Sarana

Gp)

Jasa

layanan

(Rp)

iasa

Instruktur/

Konsultan

(Rp)

20-40 orang 200.000,-/1

kali

kunjungan

200.000,-

/1 kali

kunjungan

200.000,-/l

kali

kunjungan

Rp.600.000,-

41 AA ,oqn6a r_vv vr4ra6 2.rlrl rrrA 11JVV.VVVT-/ r

kali

kunjungan

?rrrr o nJ VV. VVVr-

/1 kali

kunjungan

2nn rrlrl /1JVV,VVVT-/ r

kali

kunjungan

D^ Oftft ftflIl1\y, /vv.vvv2-

Praktik/Lab. Klinik

I SMK/Sederalatlorangl

hari

Rp. 1.000,- Rp.1.000,- Rp. i.500,- Rp. 3.500,-

2 D-III/orang/hari Rp. 1.500,- Rp.1.500,- Rp. 1.750,- Rp.4.750,-

J u-l v/oranglnan R.p. 2.U00.- R.p.2.000,- R-p.2.000,- R.p. 6.000,-

4 S1/orang/hari Rp.2.500,- Rp.2.500,- Rp.2.500,- Rp.7.500,-

5 Profesi Nerslhari Rp.3.000,- Rp.3.000,- Rp. 3.000,- Rp.9.000,-

6 Dokter Mtrda (Co

Ass/orang/hari

Rp. 3.000"- Rp 3.000.- Rp.3.000"- ftp. e.000.-

7 32lAranglhari Rp.4 000,- Rp.4.000"- Rp.4.000,- Rp. 12.000,-

8 Mahasiswa

Universitas luar

negeri/oranglhari

Rp.5.000,- Rp.5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 15 000,-

Je*is pernbi*yean kegi*ten tersebut di*tas PIHAK KESATII d.+nar *nelskuksg

pembayaran kepada PIHAK KEDUA:

a. Bank BPD, Nomor Rekening : 021.01.00001130

b. Bank Mandiri, Nomor Rekening : 145.00.4446444.0

c. An. BLUD RSUD Klungkung

Pasal 10

JAIYGKA WAKTU

Peqanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka wakru 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak
tanggal ditandatanganinya naskah Peryanjian Kerjasama ini ;
l. Apabila masa berlakunya sudah berakhir, Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang

atse nercetrrirrarr PAPA pllFrAI(.
=--=i;=:,
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3.

Pedanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam ayat (1)
pasal ini, dengan ketentuan bahwa pihak yang akan rnengakhiri Per.lanjian Kerjasarna
ini harus memberitahukan rnaksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya ;

Perjanjian Kerjasama ini ciapat berakhir atau batai ciengan senciirinya apabiia a<ia

ketentuan perundang-undangan atau kebr.lakan yang tidak memungkinkan
berlangsungnya Perjanjian Keq asama ini.

D- *-l t{fa$at rl
PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pemutusan perjanjian teqadi bila dinilai salah satu pihak melalaikan tugas dan
kewajibannya atau pemutusan secara otomatis tefadi jika masa berlaku pe{argian
habis.

Jika disepakati secara lisan akan melanjutkan Pedanjian ini, selama Perjanjian baru
belum dibuat maka Perjanjian lama masih dapat diberlakukan paling lama 2 (dua)
bu1an.

Pemutusan Perjanjian diluar alasan masa berlaku harus dikoordinasikan oleh PARA
PiiiAK.
Bila tidak terdapat kesepakatan seperti yang dimaksudkan maka pemutusan dapat
dilaksanakan.

Apabila pemutusan dilaksanakan, tidak menjadikan masing-masing pihak kehilangan
tanggung jawab. tugas, dan wewenang akibat dari masa berlaku Pelia{ian vang
masih aktif / berlaku.

segala tanggung jawab, tugas, dan wewenang yang harus diselesaikan pada saat
Perjanjian masih berlangsung tetap harus diselesaikan meskipun Perjar{ian sudah
berakhir.

Pasal 12

FORCE MAJEURE

Masing-masing pihak tidak bertanggungjawab apabila terjadi hal-hal
di ! .rrot L.,otrro.:sqn qarcrti. (1amno L.rrmi Ancin Trmon Toao},ur aqq^ rrvAq4uqdi. ewliTvi ii, \/-iriiii/-iA. iJ-iiiiiit f-rii$,iii i iifrai.ii, i i.urqrr

Longsor, Pemogokan Umum, Huru Hara, Perang, Pemberontakan
dan sebab-sebab lain yang sejenis yang dinyatakan secara resmi oleh
pemerintah;
Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini
tidak membehaskan tanggung jawah/kewqjihan kedua helah pihak
sebelum terjadinya force majeure tersebut.

Pasal 13
PENYELESATAN PERSEU SIHAN

PARA PIIIAK akan memupuk hubungan baik satu terhadap lainnya serta memilih jalan
musyawarah untuk mufakat apabila te{adi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan
Perj anj ian Kerj asama ini.

Pihak I Pihak 2
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Pasal 14

PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, apabila
<iiperiukan airan <iiaiur bersama oieh FARA HiiAK dan akan <iituangkan ciaiam suatu
AddendumlAmandemen yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian
Kerjasama ini.

Demikian naskah Perjanjian Keqiasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani dalam kertas yang
bermaterai cukup oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana

tersebut di atas.

rLHAl\ l\.t.SA T U

Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta [I

Direktur

rIHAA T\I'I'UA

Pihak 1 Pihak 2
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